BAB V
KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan disimpulkan bahwa kebijakan
Kewenangan Lokal Berskala Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Susulaku dapat berjalan dengan
kondisi sebagai berikut:
1. Komunikasi
a. Adanya transmisi informasi dari implementor kepada stakeholder terkait
dan penerima kebijakan, melalui rapat dan sosialisasi, dan sarana baliho.
Walaupun demikian masih terdapat hambatan dimana penerima kebijakan
kurang taat terhadap ketentuan implementasi.
b. Kejelasan
Untuk kejelasan informasi para implementor mengadakan rapat dengan
stakeholder terkait, rapat dengan masyarakat dalam musyawarah dusun dan
musyawarah desa. Sedangkan kepada para penerima kebijakan dilakukan
sosialisasi program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya melalui
sarana baliho, informasi disampaikan kepada masyarakat umum berkenaan
dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran.
Walaupun sudah ada sosialisasi, namun penerima kebijakan masih kurang
taat pada Kketentuan implementasi yaitu terlambat merealisasikan

tanggungan swadanya.
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2. Sumber daya

a. Staf
Keberadaan staf secara kuantitatif sudah cukup tingkat pendidikan semua
staf adalah SMA/sederajat, sedangkan ketrampilan teknis staf, dinilai masih
kurang terutama dalam mengoperasikan perangkat komputer/laptop.
Kondisi ini mengakibatkan pelaporan (SPJ) dan pencairan anggaran
mengalami keterlambatan;

b. Informasi
Informasi kegiatan diketahui karena termuat dalam Perdes APBDes, dan
dilaksanakan menurut RAB Kkegiatan, sehingga disimpulkan bahwa
implementor memiliki ketaatan terhadap aturan Perdes APBDes;

c. Wewenang formal
Masing-masing implementor memiliki kewenangan berdasarkan surat
keputusan pengangkatan dalam jabatan, serta adanya kejelasan uraian tugas
dan fungsi dari masing-masing jabatan. Namun masih ditemukan sebagian
implementor kurang disiplin dalam bekerja;

d. Fasilitas
Secara umum ketersediaan sarana dan prasarana dinilai cukup sehingga
proses implementasi dapat berjalan, namun secara khusus ketersediaan
prasarana penunjang Yyaitu komputer/laptop masih kurang. Sedangkan
fasilitas anggaran (gaji) yang diperoleh implementor dinilai masih kurang

apabila dibandingkan dengan waktu kerja dalam satu bulan.
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3. Sikap pelaksana (disposisi)
a. Pengangkatan birokrat
Pengangkatan birokrat desa Susulaku sudah berjalan sesuai aturan baik dari
proses penjaringan (pendaftaran), penyaringan (seleksi) dan pengangkatan
sehingga dalam proses implementasi berjalan tanpa konflik kepentingan;
b. Insentif
Pemberian insentif atau honor untuk implementor berdasarkan pada
kebutuhan, standar harga dan kemampuan keuangan desa, sehingga insentif
atau honor tersebut bukan merupakan bentuk atau cara untuk mendapatkan
keuntungan pribadi tetapi sebagai insentif pelaksanaan tugas.
4. Struktur birokrasi
a. Standar Opersional Prosedur (SOP)
Implementor belum membuat dan menerapkan SOP kegiatan dalam proses
implementasi, karena belum memiliki pemahaman tentang peran dan fungsi
SOP;
b. Frakmentasi
Terdapat sebagian tugas dan tanggungjawab staf yang belum terdistribusi
secara tegas oleh pimpinan kepada bawahan, sebaliknya terdapat staf
(bawahan) kurang koordinasi dengan pimpinan berkaitan dengan
tugas/tanggungjawab lainnya yang belum terlaksana.
5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas, untuk meningkatkan keberhasilan
implementasi di waktu mendatang, maka pemerintah Desa Susulaku perlu

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
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1. Komunikasi

Para implementor harus meningkatkan komunikasi dan sosialisasi yang

mendalam kepada penerima kebijakan agar dapat memahami proses atau

syarat teknis dari implementasi kebijakan.

2. Sumber daya

a.

Pemerintaah desa perlu meningkatkan kapasitas sumber daya staf melalui
pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis yang tersedia;

Pemerintah dan pemerintah kabupaten perlu membuat kebijakan untuk
menaikkan gaji aparatur desa yang bersumber dari ADD sehingga
implementor termotivasi untuk bekerja maksimal;

Pemerintah desa perlu menambah perangkat penunjang yaitu
komputer/laptop dan prasarana penting lainnya bagi setiap seksi/urusan di

lingkup pemerintahan desa.

3. Struktur Birokrasi

a.

Implementor perlu membuat dan menerapkan SOP kegiatan dalam proses
implementasi di desa;

Pimpinan dan staf perlu meningkatkan disiplin kerja dan ketaatan pada
aturan-aturan, tugas pokok dan fungsinya, serta meningkatkan koordinasi
diantara pimpinan dan staf;

Pimpinan harus mendistribusikan tugas dan tanggungjawab yang menjadi
bagiannya staf sehingga tidak berpotensi terjadi penyalagunaan

wewenang.
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